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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh
Hewan Langka Yang dilindungi” Pertimbangan hakim adalah argumentasi atau
dasar putusan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara tindak pidana. Penjatuhan
putusan adalah putusan akhir hakim atas suatu perkara yang sedang diperiksa dan
diadili yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Permasalahn
dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan
sanksi pidana tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi
dan bagaimana penjatuhan putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan
nomor perkara: 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan Putusan Nomor
218/Pid.Sus/2015/PN.Lht. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif yaitu dengan penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang dibagi
menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. Dengan menghasilkan
kesimpulan yang bersifat deduktif atau konkrit dan khusus yang mengkaji
Pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan putusan
pidana. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada unsur yuridis normatif tanpa
mengabaikan unsur sosiologis, filosofis maupun unsur lain yang menjamin
terciptanya penjatuhan putusan yang memuat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum.

KataKunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Putusan, Bagian Tubuh
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A

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dalam kepustakaan Hukum Pidana Indonesia tidak ditemui
pengertian yang sama tentang Hukum Pidana. Menurut Van Hamel Hukum
Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu
negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsord) yakni dengan
melarang apa yang bertentangan dengan Hukum dan menegakkan suatu
nestapa atau hukuman kepada orang yang melanggar larangan-larangan

tersebut.t

Sejalan dengan pengertian dari Van Hamel, Algra Janssen mengatakan
Hukum Pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (Hakim)
untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak
benar, reaksi dari perbuatan itu oleh penguasa mencabut kembali sebagian
dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, harta
kekayaan dan kebebasan, yakni seandainya ia telah tidak melakukan suatu

Tindak Pidana.?

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian Tindak Pidana yaitu,
salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang ada dan melakat pada

lapisan masyarakat, sehingga tidak ada Tindak Pidana yang sepi dari dalam

him.8.

him. 6.

! van Hamel dikutip pada Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987,

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,



masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau
ancaman terhadap Norma-Norma sosial mendasar dan keteraturan dalam
sosial masyarakat, akibatnya dapat menimbulkan ketegangan individual
maupun ketegangan sosial dan menjadi ancaman potensial berlangsungnya

ketertiban sosial.®

Substansi pengaturan Tindak Pidana tersebut yang berbicara tentang
perbuatan yang dapat menghasilkan akibat yang dilarang dan diancam oleh
Undang-Undang, maka Tindak Pidana Khusus diatur dalam Undang-Undang
diluar Hukum Pidana atau diluar kodifikasi. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan oleh Rachmat Trijono bahwa Hukum Pidana Khusus merupakan
Tindak Pidana yang diatur tersendiri dan didapati pada Undang-Undang
khusus yakni peraturan yang memberikan pengaturan tentang tata cara
penyidikan tuntutan, pemeriksaan, maupun hukuman atau sanksi yang
berlawanan dengan ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).*

Tindak Pidana sebagaimana yang dijabarkan bukan hanya sebatas
bersangkutan dengan orang atau manusia saja, akan tetapi Tindak Pidana juga
bisa antara manusia (naturlijke person) dengan Hewan (Animalia). Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

memberikan pengertian mengenai Hewan yaitu “Hewan adalah binatang atau

® Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, him. 11.
*Rachmat Trijono, Kamus Hukum, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, him.253.



satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, darat,

dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya”.’

Sejalan dengan kamus yang ditulis oleh Rachmat Trijono bahwa dia
mengatakan “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian
hidupnya di darat, air, dan/atau udara yang berada dihabitatnya maupun yang

dipelihara”.°

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-UndangNomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,“Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menyebabkan
perubahan secaralangsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan
atau hayati lingkunganhidup sehingga melampaui keriteria baku kerusakan

lingkungan hidup”.’

Perusakan lingkungan hidup terhadap satwa dilakukan dengan cara
merusak habitat, perburuan atau menangkap, dan menjual beli secara ilegal
mengakibatkan berkurangnya satwa tak terkecuali satwa yang dilindungi.
Terdapat beberapa jenis satwa endemik yang dilindungi di Indonesia seperti
harimau sumatra, elang jawa, badak bercula satu, gajah sumatera, beruang

madu, komodo, burung cendrawasih dan satwa lain yang hidup di daratan,

> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

® Rachmat Trijono, Op.Cit, him. 76.

" Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



diperairan dan di udara yang keberadaanya terancam punah.® Hal ini tentu
sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (b) dan (d)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (2) huruf (b):
“Setiap orang dilarang untuk menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.

Pasal 21 ayat (2) huruf (d):

“Setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh
atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat
dari bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari sutu tempat di

indonesia ke tempat lain di dalam negeri maupun diluar negeri”.’

Larangan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya agar dapat ditaati oleh semua subyek hukum, maka pada Pasal
40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah
dimuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan

dilindungi yaitu:

® Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

° Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.



Ayat (2) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal
33 ayat (3) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”.

Avyat (4) berbunyi:

“Barangsiapa disebabkan oleh kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Tindakan memperniagakan, menyimpan atau memiliki bagian kulit
atau tubuh hewan yang dilindungi tersebut juga telah menyalahi aturan yang
dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012
Tentang Lembaga Konsevasi bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
merupakan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-
bagiannya yang hidup maupun yang mati berdasarkan ketentuan Undang-
Undang, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa fungsi

dari Lembaga Konservasi yaitu sebagai pengembangbiakan terkontrol



dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan

kemurnian jenisnya.™

Salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya Tindak Pidana jual
beli bagian tubuh hewan yang dilindungi adalah faktor ekonomis, seseorang
akan melakukan segala cara agar dapat memburu dan memiliki hingga
memperjual belikannya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan
mati, bahkan jika satwa tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi
seorang dengan tega hanya mengambil sebagian dari anggota bagian tubuh
hewan tersebut.*! Karena memiliki potensi nilai ekonomis yang besar maka
perburuhaan terhadap hewan langka merupakan nilai ekonomis paling tinggi,
semakin langka hewan tersebut maka semakin tinggi harganya.'? Pada periode
Januari sampai Februari 2019 Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Mabes
Polri menangkap 13 pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi
diberbagai wilayah di Indonesia, dalam penangkapan polisi tersebut terdapat
205 ekor satwa yang hidup dan 78 buah bagian anggota satwa yang

dilindungi.™

'%Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012.

' Arif Firmansyah Herliyanto,” Sanksi Pidana Terkait Perdangan Ilegal Satwa yang
Dilindungi”, Jurnal Jurist Diction, Mei 2019, Volume 2, Nomor 3, hlm. 836. https://e-
journal.unair.ac.id/JD/article/view/14358diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.04.

12 Yoshua Arestides, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Persfektif Convention
Of International Trade In Endangered Species Of Folra and Fauna (Cites)”, Diponegoro Law Jurnal,

2016, Volume 5, Nomor 4, him. 2.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dir/article/view/13741diakses pada tanggal 17 Desember 2019
pukul 17.10.

3 Adi Briantika, “Polisi Tangkap 13 Pelaku dan Sita 205 Satwa Liar yang Dilindungi”,
https://tirto.id/polisi-tangkap-13-pelaku-dan-sita-205-satwa-liar-dilindungi, diakses pada tanggal 17
Desember 2019, Pukul 11:06.



Beranjak pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang
mengatur perihal Tindak Pidana terhadap hewan dan sanksi akibat dari
perbuatannya. M.llyas alias Ilyas warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Deli
Serdang berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan
Nomor Registrasi Perkara Pidana 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn menyatakan
bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja
melakukan pelanggaran memperniagakan , menyimpan atau memiliki kulit,
tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang
dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu
tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia”. Sebagaimana
diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) yo Pasal 21 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya junto Peraturan Pemerintah
No0.07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan
menjatuhkan sanksi berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda
sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini berdasarkan bukti-
bukti yang diperlihatkan dimuka Pengadilan diantaranya: 5 buah taring
beruang, 1 buah kalung dari kuku harimau, 3 buah kuku beruang dengan
ornamen, 4 buah kuku macan, 2 buah dompet kulit harimau, 2 buah kulit
harimau, 2 buah kulit pinggang kulit harimau warna hitam dan coklat, 1 buah
tas salempang kulit macan. 1 lembar kulit harimau dengan ukuran panjang *

95 cm dan lebar +35 cm. Serta terdakwa atas nama Zainnal Abidin dan Hendri



Rozali warga yang beralamat di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat
Lawang atas putusan hakim Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor
Regeister Perkara 218.Pid.Sus/2015/PN.Lht menjatuhkan putusan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun karena telah melakukan tindak pidana “Secara
bersama-sama dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki
kulit tubuh satwa yang dilindungi. Dengan alat bukti diantaranya sebagai
berikut: 5 ons sisik trenggiling dan 1 unit sepeda motor merki Honda Beat

dengan Nomor Polisi BG 2859 WQ.

Adapun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dianggap
sudah tidak mampu mengkoordinasi kebutuhan akan pengaturan mengenai
Tindak Pidana terhadap bagian-bagian tubuh hewan, perkembangan Tindak
Pidana terhadap hewan yang dilindungi yang sudah semakin marak terjadi
dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemburu dengan alasan-alasan
kebutuhan ekonomi, dijadikan sebagai perhiasan dan lain sebagainya, dan
juga seiring dengan semakin sering terjadinya pembakaran hutan secara
melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal dan
kebutuhan makanan hewan di alamnya, terhadap hal ini dampak yang
ditimbulkannya adalah berkurangnya kekayaan fauna di Indonesia. Maka
kebutuhan akan pengaturan yang lebih baru dan khusus terhadap berbagai
macam tindak pidana terhadap hewan yang dilindungi menjadi penting untuk

dikaji lebih mendalam dan diperbaharui, mengingat Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekositemnya ini disahkan dan diundangkan serta diberlakukan hampir 30
tahun (Tiga Puluh Tahun) lamanya. Kemudian berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan Hakim dari perkara tersebut yang banyak mempertimbangkan
pada unsur-unsur pengaturan tindak pidananya dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, dan kurang memperhatikan Unsur-Unsur lain seperti Unsur
Filosofis, Soiologis, dan bidang ilmu pengetahuan terapan seperti pendapat
ahli dan perkembangan globalisasi khususnya dalam Tindak Pidana yang
menggunakan unsur sosial media masih kurang diperhatikan oleh Hakim.
Maka makna dari pertimbangan Hakim terasa kurang menyerap semua
elemen yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan terhadap hewan
yang dilindungi.

Berdasarkan pada uarian diatas maka penulis tertarik untuk
membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang
berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan

Langka yang Dilidungi.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu
permasalahan yang akan dibahas di dalam penyusunan skripsi ini. Adapun

pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang
dilindungi?

2. Bagaimana penjatuhan putusan yang ditetapkan oleh hakim kepada Pelaku
tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin
yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan Sanksi
kepada Pelaku Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang
dilindungi.

2. Untuk memahami penjatuhan putusan seperti apa yang diberikan oleh
Hakim kepada Pelaku Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan langka

yang dilindungi.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penulisan penelitian

skripsi ini agar sesuai dengan tujuannya adalah:

1. Manfaat Akademis
Secara akademisi diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan
berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dibidang ilmu
Hukum Pidana. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan
penegetahuan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam hal
Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi, serta

penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diberikan yakni sumbangan ilmu pengetahuan
dan manfaat berupa informasi kepada masyarakat agar mengetahui hukum
dan dampak yang akan dihadapinya. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat
memperluas cakrawala berpikir dan mengembangkan serta menganalisis
suatu masalah, dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmu
pengetahuan dibidang ilmu Hukum Pidana serta memberikan dampak

kepada masyarakat.
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E. Ruang Lingkup
Supaya penellitian dalam penulisan skripsi tidak menyimpang dalam
permasalahan penulisan yang akan dibahas, maka dari itu penulis melihat
perlu adanya batasan-batasan mengenai lingkup penelitian ini. Adapun yang
menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini yaitu pembahasan
mengenai hukum pidana tentang tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan
yang dilindungi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990
Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositmnya
dikaitkan dengan berdasarkan pada putusan pidana dengan nomor regrister
perkara 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan 218.Pid.Sus/2015/PN.Lht.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan dalam berpikir yang bersumber
dari suatu kumpulan teori yang berfungsi sebagai tuntunan untuk
menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu penelitian pengambilan beberapa
teori-teori yang berkaitan dengan penulisan dan kemudian dipadukan menjadi
kerangka teori atau satuan teori yang utuh.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang biasa disebut konsideran adalah
argumentasi hakim atau dasar putusan hakim dalam memutuskan dan
menjatuhkan suatu perkara, jika pertimbangan hukum dari hakim itu tidak

benar dan tidak sepantasnya maka kemudian akan muncul penilaian
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bahwa putusan itu tidak benar dan juga tidak adil.** Putusan hakim yang
baik dan tidak terindikasi kurang berintegritasnya hakim dapat dilihat
dasar pertimbangannya kedalam empat (4) kriteria yaitu:™

1. Benarkah putusan itu?

2. Jujurkah Hakim dalam mengambil keputusan?

3. Adilkah terhadap semua pihak?

4. Bermanfaatkah putusan itu?

Hakim sebagai paratur sipil negara yang bertugas dalam
pelaksanaan peradilan sudah semestinya benar-benar memahami duduk
perkara yang ditanagani, dan peraturan yang berkaitan dengan perkara
serta peraturan hukum tertulis maupun peraturan hukum yang tidak
tertulis. Sehingga dapat mesnciptakan dan mencerminkan keadilan hukum
dan kepastian hukum.*® Moeljatno membeikan beberapa pendapat tentang
tahapan-tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim yaitu:

1. Tahap Menganalisa Tindak Pidana

Hakim menelaah suatu tindakan atau perbuatan tersebut apakah
dilakukan terdakwa atau tidak dalam sudut pandang masyarakat,

apakah tindakan tersebut memenuhi dalam perumusan Tindak Pidana.

3. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, him. 4.

> Lilik Muladi, Kekuasaan Kehakiman, Bian llmu, Surabaya, 2007, him. 36.

18 Roduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta,
1998, him. 83.
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2. Tahap Menaganalisa Pertanggungjawaban Pidana

Hakim menganalisa tindakan terdakwa apakah bisa dinyatakan
bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya pada saat terdakwa
dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana melanggar suatu Pasal
tertentu.

3. Tahap Menentukan Pemidanaan

Hakim menjatuhkan Sanksi Pidana jika syarat-syarat pada Pasal di
dalam Undang-Undang yang dilanggar sudah terpenuhi. maka dengan
telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut pelaku sudah dinyatakan sebagai
terpidana®’

Lebih lanjut dari keterangan yang diargumentsikan oleh
Moeljatno, Sudarto memberikan pendapat tentang putusan dari Hakim
yaitu Putusan Hakim adalah puncak dari perkara Pidana, sehingga
Pertimbangan Hakim bukan hanya melihat dari aspek yuridisnya saja akan
tetapi agar putusan tersebut mencerminkan keadilan dalam pemahaman
masyarakat maka Hakim juga harus mempertimbangkan Nilai-Nilai
Sosiologis, dan Nilai Filosofisnya. Adapun pengertian Nilai-Nilai yang

dimaksud adalah sebagai beikut:

" Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 96.
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1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan Yuridis yang dimaksud adalah dasar Putuan
Hakim dilihat pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan secara
formil, hakim tidak boleh menjatuhkan Sanksi Pidana sebelum
memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga
keyakinan Hakim bahwa Tindak Pidana tersebut benar-benar
dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Kemudian juga harus
dipertimbangakan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Hukum
Formil dan memenuhi unsur tindak pidananya.
2. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan Sosiologis yang dimaksud adalah dalam
menjatuhkan Putusan Pidana Hakim harus mendasarkan pada latar
belakang sosial terdakwa dan berguna bagi masyarakat terhadap
pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan Filosofis yang dimaksud adalah pidana yang
dijatuhkan berdasakan Pertimbangan Hakim adalah upaya untuk
memperbaiki perilaku terdakwa, yang bertujuan bahwa pemidanaan

tersebut merupakan pembinaan dengan harapan setelah selesai
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menjalani masa hukuman dan kembali kepada masyarakat tidak lagi
melakaukan Tindak Pidana.'®

2. Teori Penjatuhan Putusan

Sudarto mengatakan bahwa pada suatu perkara pidana putusan
hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang dilaksanakan,
diperiksan dan diadili oleh seorang hakim berdasarkan pada beberapa hal
yaitu:

1. Keputusan tentang peristiwanya, yakni apakah terdakwa benar telah
melakukan Tindak Pidana yang dituduhkan terhadapnya.

2. Keputusan tentang hukum atau aturannya, yakni apakah perbuatan itu
merupakan Tindak Pidana.

3. Keputusan tentang pidananya, Yyakni apakah terdakwa dapat

dipidana.’®

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilaan
karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.20

8sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1989, him. 67.
“Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1986, him. 74.
*®Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) pada Pasal 184 dijelaskan tentang alat bukti yang sah yaitu
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.”* Apabila pengadilan melihat bahwa alat bukti tersebut telah
mencukupi untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah maka hakim
dapat menjatuhkan putusannya, hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) yang
berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan
pidana”.

Putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Untuk melakukan
suatu penjatuhan putusan terhadap suatu perkara terdapat beberapa asas
yang disematkan pada hakim seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi
wajib menjaga kemadirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

*'Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan
hakim yang yang diputuskan untuk menyelesaikan perkara yakni berupa
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Serta
memuat unsur pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala hukum dalam
pengaturan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.?

G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang diugunakan dalam pengumpulan data
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto
adalah penelitian hukum kepustakaan.”® Penelitian hukum normatif studi
kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan
sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian
data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier.?*

Rachmat Trijono, Op.cit, him. 216.

%% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 12.

Ibid, him. 13.
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2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini
diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang yang
diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal
itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan
menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:
a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)
Pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam Perundang-Undangan
dan memahami legislasi dan regulasi terhadap isu hukum yang yang
dihadapi.”
b.  Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan
hukum yang digunakan hakim terhadap suatu kasus tersebut sampai
dengan dijatuhkannya putusan-putusan atas kasus tersebut.?®

Kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim tersebut dapat

dipahami dengan memperhatikan fakta material, yaitu seperti tempat,

waktu, orang, dan hal yang dapat membuktikan kebalikannya.?’

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017, him. 137.
%|pid, him. 158.
bid.



20

c.  Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan yang dilakukan ketika belum diaturnya aturan hukum
mengenai masalah yang ditangani yakni membangun suatu konsep
tentang kajian dan akan dijadikan sebagai patokan dalam penelitian.?

3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma
dan kaidah dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud
adalah bahan yang diperoleh dari Perundang-Undangan, catatan-catatan
resmi dalam Putusan Hakim maupun dalam pembuatan Perundang-
Undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan
dari publikasi hukum resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal, dan komentar atas pengadilan.?® Adapun jenis sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari
hasil legislasi maupun regulasi, hal ini terdiri dari peraturan Perundang-

Undangan yakni peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma

hukum yang megikat dan merupakan hasil dari suatu Lembaga Negara

Bbid, him. 177.
Zbid, him. 181.
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dengan telah melewati prosedur-prosedur yang berlaku.30 Bahan hukum

primer yang digunakan adalah:

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan

sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan

berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan.*

Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku-

buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel,

Ibid, him. 184.
*1bid, him. 196.
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kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar, serta komentar atas suatu
putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang dan
pelengkap, dalam penelitian ini bahan hukum pelengkapnya adalah bahan-
bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus, kemampuaan individu
pada satu bidang ilmu pengetahuan, maupun ringkasan yang menyediakan
dari bidang hukum.*
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan dan studi pendekatan kasus, dengan
mengumpulkan bahan peraturan Perundang-Undangan dan menelusuri
produk-produk hukum dan produk hukum yang tidak langsung berkaitan
dengan judul penulisan akan tetapi dapat juga mengakses dan
mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan seperti
Undang-Undang lain yang serupa, serta juga dengan mengumpukan
Putusan-Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta
putusan pengadilan asing yanag dapat menambah bahan dan penjelasan

lebih banyak dan mendalam.®

“Ibid, him. 196.
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, him. 13.
% peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him. 238.



23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yakni berfokus pada proses dan
peristiwa dan berdasarkan analisis tematik.*®> Metode kuantitatif berarti
mengukur fakta-fakta obyektif dan berdasarkan analisis statistik.**ahan
hukum yang sudah dikumpulkan kemudian semua data yang diperoleh
tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis teori-teori hukum yang
relevan, yaitu menjabarkan dengan kalimat yang mudah dimengerti,
sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang
dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikiran.*” Penarikan
kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara deduktif yakni cara
penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dalam

permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi
Keempat , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015, him. 320.

*Ibid, him. 527.

37 Zainun Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him. 47.
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